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GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 56 TAHUN 2008
TENTANG

STANDARISASI BARANG DAN JASA SERTA

'SA HARGA SATUAN BAHAN / PEKERJAAN YANG MASIH BERLAKU TAHUN 2008

o
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GUBERNUR GORONTALQ,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasil 47 ayat 3 Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu diatur Standarisasi Barang dan Jasa Serta Analisa Harga
Satuan Bahan / Pekerjaan Yang Masih Berlaku Tahun 2008;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Barang
dan Jasa Serta Analisa Harga Satuan Bahan / Pekerjaan Yang Masih
Berlaku Tanun 2008;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawsaian (Lembaran Negara Republik Indonzsia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang-Undang Nornor 38 Tahun 2000 temang Fembentukan Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4060);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran MNzgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Numo. 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Lndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Faraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Neyara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 24, Tambahan l.embaran Negara Republik
[hdonesia Nomor 4589);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor
4457) sebagaimana telah diunah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi  Undang-Undang {Lembaian Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 {entang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4G27);

. Peraturan Pemerintah Noracr 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah {Lembkaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lemcarar Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahurn 2005 MNomor 140, Tambahan Lembaran
Negare Repubiik Irdonesia Nomor 4578,

. Peraturan Pemerintati Nomor 38 Tahu.1 2097 tertang Pembagian Urusan

Pemer.ntahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonecia Tahun 2007 Nomer 82, Tambahan Lembaran
N~gara Reapubiik 'ndonesia Noraor 4737);






Pasal 4

SSHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran tentang Daftar Harga
Bahan Bangunan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008
Triwulan [V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam < Berita Daerah Provinsi
Gorontalo

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Desember 2008

GUBERNUR GORONTALDO,

ttd
NIP. 19700115 199803 1 011

‘ADEL MUHAMMAD
Diundangkan di Gorontalo
Pada tanaaal Desember 2008

SEKRETAR!S'DAERAH PROVINSI GORONTALO
ttd

" DiE. H/IDRAS RAHIM, MM
PEMBINAUTAMA

NIP “560 004 832

Tembusan :

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia

2. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia

3. Yth. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonasia

4. Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departeme:i Keuangan Republik Indonesia
5. Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XXVI Gorontalo
8. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Garontalo

7. Pertinggal


aansanggar@gmail.com
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
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PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2008

TRIWULAN 1V
KOTA GORONTALO KAB. GORONTALO KAB. BOALEMO KAB. POHUWATO KAB. BONE BOLANGO [KAB, GORONTALO UTARA
NO. URAIAN SAT. |__HARGA SATUAN (Rp) | _HARGA SATUAN (Rp.) HARGA SATUAN (Rp)_ | __HARGA SATUAN (3p.) HARGA SATUAN (Rp.) HARGA SATUAN (Ro) | KET.
MINIMUM | MAKSIMUM MINIMUM | MAKSIMUM | MINIMUM MAKSIM' IM MINIMUM MACSIMUM | MINIMUM MAKSIMUM MINIMUM MAKSIMUM
| Pekeria — {Orangfari| 4000000 | 4500000 | 4000000 | 4500040 | 4000000 |~ 4500000 | = 00| 40000001 450X 4000000 4500000 |
2_| Mandor Orang/arij 5000000 60000001 $000000| 60,000.00| 5000000 | 6000000 | _ 50000001 600 00000 f 00000001
3 [ Tukang —|OrangHan| 6000000 | 70,000.00 | 60,0000 |  70.000.00| 6000000 | _ 70006.00 0000 | 7000000 |
4| Kepala Tukang Orang/Hari] 6500000 | 7500000 | 6500000| 7500000 €500000| _ 7500000 0000 | 1500000
5_| Masinis |OrangMari| 6000000 | 70,0000 | 60,00000| 70,0000 | 60000.00 | 70.00000 00000 | 7000000 |
6 | Pembantu Masis Orang/Heri] 4000000 | 45,000.00 | 4000000 4500000 4000000 _ 45000.00 500000 [
| 7| Operator | Orangiail 6000000 — 7000000 | 60,006,00| " 70,00000| 6000000 | 7000000 7000000 |
8 |PembantuOperalor | Orang/Haril  40,000.00 | 4500000 | 4000000 | 4500000 | 4000000 | 4500000 4500000
9 fSopr  [OrangHari| 5000000 6u00000| 5000000 " 60,000.00| 500800.00 | 60000.00 60,000 00
10 |Penjaga - |OrangHari| 4000000 | 4500000 | 40,0000 4500000 |  40,000.00 45,000.00 _ 4500000

PTG Gorontalo (O8h1nk)

Gorontalo,

Desember zJ08

MENGETAHUI :
GUBERMUR GORONTALO

ttd

DR, FADEL MUHAMMAD



aansanggar@gmail.com
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